
'l erlanrb:rt, l{ck:rnirn I'rorck (ictlung l)l'l{l) I rrkena Sanksi

KLATEN Rekanarr pror-ek gedLrrrg haru DPRI) akhirnra dijatuhi sanksi oleh Pemkab

Klaten. Pasalnla prorek senilai Rp 6.00t).t)00.000.(X) (cnam nriliar rupiah) itu tak selesai sesuai

target. *Sampai akhir batas \,!'aktu tidak selesai. ridak kita barar." t.lngkap Plt. Kepala Dinas

Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemkab Klaten..luwito. Selasa (8/l).
Dikatakan, proyek itu semestinya selesai I 00 persen pada akhir Desember 201 8. Namun faktanya

masih belum selesai. Apabila sanggup nrenlelesaikan. rekanan dinrinta terus menl,elesaikan target

yang tidak selesai di 2018.

Konsekuensinya peker.iaan selanta lanlutan sebagai penl,elesaian tidak dibayar. Apabila
tidak mau menyelesaikan risiko lainnya lebih berat. Sebab Pemkab akan memasukan pelaksananya

ke dalam daftar hitam.

Dari beberapa proyek gedung yang di danai APRI) 2018. Iranl,a gedung baru DpRD vang

terlambat. Gedung lain seperti Dinas Korrrinlo clan Dinas l)crhubLrngan scnilai 6 ntiliar selesai repar

waktu. Untuk Dinas Perhubungan selesai scluruhnra tetapi Dinas Konrinfb sebatas konstruksi dan

atap. Gedung KPLI dan gedung Kecamatan Polanharjo.iuga lancer.

Lelang Mundur
Kendala utanta di proyek gedung DPRD bukan saja soal cuaca yang hujan tetapi sejak awal

nremanB proses lelang sampai pelaksanaan t undur. Senrcstinva sebelum Juli tetapi nyatanya

setelah Juli baru ber.ialan sehingga mepet. Padahal pekerjaan gedung iru berlantai empar dengan

target konstruksi dan atap. Meskipun berbagai upaya sudah dilakukan untuk menge.jar

keterlambatan tetapi tidak berhasil.

Kedepan. kata Juwito. Pemkab sudah melakukan langkah antisipasi agar tidak rerulang.

Proses lelang gedung akan dipercepat dan diproses lebih asal. Dengan begitu. rekanan mentiliki
waktu longgar untuk menyelesaikan pekerlaan gedung lang dikenal banyak itemnta. Pengawasan

akan ikut diperketal sebab di APBD l0l9 nrasih ada hcherapa pekeliaan gedung hernilai besar.

Anlara lain laniutan gedung DPRD. Dinas Korninlb. gedung pertenruan di Desa Buntalan. kantor

lnspektorat dan Kantor Kecamalan Kemalang.

Ketua Tim Pengendali Kegiatan APBD Pemkab Klaten. pramana Agus Wijanar.ka

mengatakan. terakhir pembayaran Pemkab ke rekanan tanggal 28 Desenrber. Jika sampai tanggal

itu tidak sesuai target. rekanarr diminta nrenrilih. Menvelesaikan sisanva dengan sanksi tidak
dibayar APBD atatr berhenti. .lika berhenti risikonya lebih besar sebab akan masuk dafiar lritarrr.

Selain itu. ada denda keterlambatan.



Kendala utama di gedung DPRD sejak awal di waktu proses lelang yang mundur. padahal

idealnya untuk bangunan gedung, meskipun baru struktur dibutuhkan waktu enam bulan. Namun
yang terjadi Juli baru proses, "untuk itu ke depan akan dipersiapkan lebih awal.,'Katanya.

Dalam rakor pecan lalu, semua organisasi perangkat daerah diminta dokumen rencana umum

pengadaan (RUP) selesai 3l Desember. Dengan demikian, Januari dan Februari proses lelang

sudah bisa dimulai. Apabila Maret dimulai pekerjaan maka tidak aka nada keterlambatan sebab

waktu cukup panjang tersedia.

Sumber Berita:

Wawasan, 9 Januari 2019



Catatan:

> Peraturan Penrerintah Nomor I 6 Tahun 201 8 tentang Pengadaan Barang/.lasa Penrerintah

l. Pasal I

a. Angka I yang menyatakan bahwa Pengadaan barang/.jasa penterintalr yang selaljurnya
disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh
Kementerian/Lembaga-/Perangkat Daerah lang dihia'ai oleh ApBN/ApBD yang
prosesnya sejak identifikasi kebutuhan. sanrpai dengan serah terinta hasil pekerjaan.

b. Angka l5 yang menyatakan bahua l)ckerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan

yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan w.ujud

fisik lainnya.

c. Angka 44 yang menyatakan bahwa kontrak pengadaan barang/.rasa yang selanjutnya
disebut kontrak adalah per.ianjian tertulis antara pA/KpA/ppK dengan penvedia

Barang/Jasa atau pelaksana Suakelola.

d. Angka 49 )'ang menvatakan bahua sanksi datiar hilanr adalah sanksi yang diberikan
kepada pese.ta pemilihan/penyedia berupa larangan nrengikuti pengadaan barang/.iasa

di seluruh Kementerian/Lembaga,/Perangkat Daerah dalam .jangka waktu terlentu.
2. Pasal 17 ayat (2) yang menl'atakan bahna Pen'edia sebagaimana dinaksud pada ayat (r)

bertanggung.iawab atas:

a. Pelaksanaankontrak:

b. Kualitasbarang/jasa:

c. Ketepatan perhitungan .juntlah atau r olume:

d. Ketepatan waktu penyerahan: dan

e. Ketepatan tentpat penyerahan.

3. Pasal 27 ayat (6\ yang menvarakan bahu'a Konrrak 'ferima .ladi (Turnkev) sebagaimana

dimaksud pada ayat ( I ) huruld merupakan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi aras

penyelesaian seluruh pekeriaan dalarn hatas waklu tertentu dengan ketentuan sebagai

berikut:

a. Jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh peker.jaan selesai dilaksanakan: daq
b. Pembayaran dapat dilakukan berdasarkan termin sesuai kesepakatan dalam kontiak.

4. Pasal 38 ayat I vang menvatakan bahlr'a nretode penrilihan penl.edia Barang/pekerjaan
Konstruksi/.lasa Lainrrl.a terdiri atas:

a. E-purclrasing:

b. Pengadaan Langsung:

c. Penunjukan Langsung:

d. Tender Cepat: dan

e. Tender



5 Pasal 56

a. Dalam hal penyedia gagal menyelesaikan pckeriaan sampai masa pelaksanaan konlrak

berakhir. namun PPK nrenilai bahwa penyedia manrpu Inetryelesaikan pekerlaan. PPK

n.remberikan kesenrpatan Penyedia untuk menyelesaikan pekeriaan.

b. Pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menl'elesaikan pekerjaan sebagaimana

dimaksud pada ayat ( I ). dimuat dalam addendurn kontrak yang didalamnya mengatur

waktu penyelesaian pekerjaan. pengenaan sanksi denda keterlarrbatan kepada

penyedia. dan perpaniangan .laminan Pelaksanaan.

c. Pemberian kesempatan kepada ['enledia untuk trenrelesaikan pekeriaan sebagainrana

dimaksud pada a1'at ( I ). dapat ntelanrpaui 1-ahun Auggaran.

Pasal 78

a. Ayat (3) huruf f yang men)'atakan bahua Perhualan atau tindakan Penyedia yang

dikenakan sanksi adalah: terlambat menyelesaikan pekeriaan sesuai dengan kontrak.

b. Ayat (4) yang menyatakan bah*'a Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud

pada ayat (l ). ayat (2) dan a)'at (i) dikenakan:

l) Sanksi digugurkan dalam penrilihan:

2) Sanksi pencairan jaminan:

3) Sanksi daftar hitam:

4) Sanksi ganti kerugiani dan/atau

5) Sanksi denda.

c. Ayat (5) huruf f )'ang nren)atakan bahua alat (i) hurul'l dikenakan sanksi denda

kelerlambatan

Pasal 79

a. Ayat 4 yang menyatakan bahwa pengenaan sanksi denda keterlambatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 78 a1'at 5 huruf f ditetapkan oleh PPK dalam Kontrak sebesar

satu per seribu dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari

keterlambatan.

b. Ayat 5 yang menyatakan bahwa Nilai kontrak atau nilai hagian kontrak sebagaimana

dimaksud pada ayal (4) tidak ternrasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pasal 83 ayat I mengenai Daftar Hitam Nasional vang rrenyatakan bahwa PA/KPA

menyampaikan identitas peserta penr ilihan/penl edia lang dikenakan sanksi dafiar hitam

kepada unit kerja yang melaksanakan tirngsi lalanan pcngadaan secara elektronik. untuk

ditayangkan dalanr daftar hitanr nasional.

6.

7.



Ill
; Pasal 3 ayat (l) Peraturan Menteri Keuangan Norror: 145/PMK.05/2017 tentang Tata Cara

Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan l3elania Negara Sebelum Barang/Jasa

Diterima yang menyatakan bahua pembavaran atas bcban APBN tidak boleh dilakukan

sebelum barang dan/atau.lasa diterinta.

Kesimpu lan:

Berdasarkan Pasal I Peraturan Pemerintah Nornor l6 Tahun 2018 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah nrenjelaskan lebih rinci mengenai ketcntuan untunt:

l. Angka I yang menyatakan bahwa Pengadaan barang/iasa pemerintah yang selanjutnya disebut

dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh

Kementeriar/Lenrbaga./Perarrgkat Daerah yang dibialai olch AI)BN/AI,BD rang prosesn\a

sejak identitikasi kebutuhan. sampai dengan serah tct.irrra hasil pekerjaan.

2. Angka l5 yang menyatakan bahwa Peker.iaan Konsrruksi adalah seluruh pekerjaan yang

berhubungan dengan pelaksar.raan konstruksi bangunan atau pembuatan wuiud fisik Iainnya.

3. Angka 44 yang menl,atakan bahlr,a kontrak pengadaan barang/.lasa vang selanlutnya disebut

kontrak adalah perianiian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penledia Barang/.lasa atau

pelaksana Swakelola.

4. Angka 49 yang menyatakan bahwa sanksi daftar hitanr adalah sanksi yang <iiberikan kepada

peserta pemilihan/penyedia berupa larangan mengikuti pengadaan barang/iasa di seluruh

Kementerian/Lembaga,/Perangkat Daerah dalam.langka \\aktu tertentu.

Dalam Pasal 17 ayar (2) Peraturan Pemerintalr Nomor 16 l-ahun 2018 tentang pengadaan

Barang/.lasa PenTerintah nrenielaskan nrengerrai pengertian Pen'edia Barang/.lasa yang

menyatakan bahwa Penyedia sebagaimana dirlaksud patla alat ( l) bertanggung.jau ab atas:

l. Pelaksanaan kontrak:

2. Kualitas barang/jasa:

3. Ketepatan perhitungan.jurnlah atau r,olunre:

4. Ketepatan waktu penyerahan: dan

5. Ketepatan tempal penverahan.

Dilihat dari .lenis Kontrakn-"-a. Konstruksi nrenggunakan .lenis Kontrak ferima Jadi vang

diielaskan nrenurut Pasal 27 a)'at (6) )aitu Kontrak'ferinra .ladi lTurnka.t'l sebagaimana dimaksud
pada ayat (l) huruld nterupakan Kontrak Pengadaan Pekcriaan K(rnstruksi atas penyelesaian

seluruh pekerlaan dalanr batas waktu tertentu dengan ketentLran sebagai berikut: r

l. Jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekeriaatr sclcsai dilaksanrkan: dan 'i.

2. Pembayaran dapat dilakukan berdasarkan ternrin sesuai kesepakatan tlalanr k61trak.

I

l

I



l'eDLlttlrturAda beberapa nretode mengenai Pentilihan l)r'n\cdia Blrang,l.lasa clalant strzrtu

Barang/Jasa Pemerintah. Hal tersehut diuraikan clalant Piisal --i 8 alat I vaitu. ntetode

Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/.lasa Lainnr a terdiri atas:

pemilihan

l. E-purchusing:

2. Pengadaan Langsung:

3. Penunjukan Langsung:

4. Tender Cepatl dan

5. Tender

Ketentuan mengenai kewa.liban dalam menyelesaikan kontrak diatur dalam Pasal 56 tentang

Penyelesaian Kontrak yang berbunyi:

l. Dalanr hal penyedia gagal rnenyelesaikan peker.jiran sarnpai rnasa pelaksanaan kontrak

berakhir, namun PPK nrenilai bahwa pen;-edia rnanrpu nterrl,elesaikan pekerlaan. ppK

memberikan kesempatan Penvedia untuk rlerlelesaikan pekeriaan.

2. Penrberian kesenrpatan kepada penledia untuk nrenrelesaikan pekerjaan sebagainrrna

dimaksud pada a)'at ( I ). dimuat dalanr addendunr konlrak r ang didalarnnl a mengatur waktu

penyelesaian pekerjaan. pengenaan sanksi denda keterlarnhatan kepada penyedia, dan

perpaniangan Jami nan Pelaksanaan.

3. Pemberian kesenrpatan kepada Penyedia untuk menvelesaikan pekerjaan sebagainrana

dimaksud pada a)'at ( I ). dapat nrelampaui Tahun Arrggaran.

Apabila suatu Penyedia Barang/Jasa melanggar ketenluan dalam konlrak dikenakan sanksi sesuai

peraturan yang lercantum pada Pasal 78 yakni:

l. Ayat (3) hurul f yang menyatakan bahu,a Perbuatan arau rindakan Pen;-edia yang dikenakan

sanksi adalah: terlambat menyelesaikan pekeriaan sesuai dengan kontrak.

2. Ayat (4) 1'ang menlalakan bahrla Perbuatan atau tinilakan sehauaimana dintaksud pada alat
(l). ayat (2) dan a)at (3) dikenakan:

a. Sanksi digugurkan dalanr pemilihan:

b. Sanksi pencairan jaminant

c. Sanksi daftar hitam;

d. Sanksi ganti kerugian: darVatau

e. Sanksi denda.

3. Ayat (5) hurul I yang menyatakan bahwa a),at (3) hurul I dikenakan sanksi denda

keterlambatan.

wewenang pemberian sanksi dijelaskan dalam Pasal 79 ay-at 41ang nrenlatakan bahwa pengenaan

sanksi denda keterlambatan sebagaintana dimaksud dalanr Pasal 78 avat 5 hurul f'ditetapN.an oleh
PPK dalam Kontrak sebesar satu per seribu dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untrik setiap

hari keterlambatan. Pengertian nilai kontrak lang dirrraksutl rakni dalanr Pasal 79 alat 5 \ i;rng

Ii



menyatakan bahwa Nilai kontrak atau nilai bagian kontrak scbagainrorra dinraksud padd ayat (4)

tidak temrasuk Pajak Pertanrbahan Nilai (PPN).

Disebutkan scbelumn)'a bah*a salah satu s.urksi rarrg clapat dikenakan bagi pelarrggaran

1'ang dilakukan Penledia Barang,/.lasa adalah sanksi daf tar hitarl. Menurul pasal 8.i al at I

mengenai Dafiar Hitam Nasional yang nrenl'atakan bahua PA/KPA menyarnpaikan identitas
peserta pemilihan/penyedia 1'ang dikenakan sanksi daftar hitanr kepada unit kerja vang

melaksanakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik. untuk ditayangkan dalanr daftar hitam
nasional. Mengenai petnbayaran dalanr Pengadaan Barang/.lasa Penterintah diuraikan dalam Pasal

3 ayat ( I ) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PM K.05/20 I 7 tentang l'ata Cara Pembayaran

Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebelunr Barang/.lasa Diterima yang

menyatakan bahwa pembayaran atas beban APBN tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau
jasa diterima.
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